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PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/MS.Mbo
ZA 7
P[5I S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Blang Makmur xxx, Umur 24
Tahun, Nik xxx Agama lIslam, Pekerjaan IRT, Pendidikan
SMK, tempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxxKecamatan
xxx Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan
Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir xxx xxx, Umur 31 Tahun, Nik
1115081509910001 Agama Islam, Pekerjaan  xxXx,
Pendidikan xxx, tempat tinggal di Gampong xxx Kecamatan

xx Kabupaten xxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2022
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syariiyah Meulaboh, dengan Nomor register
2/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah

menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direlktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh
Barat, Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor: 0005-005-1-2017, tanggal
05 Januari 2017.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup
bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai
anak 1 orang bernama: 1. xxx umur 4 Tahun
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang rukun dan damai Cuma selama 4 (empat) tahun lamanya,
setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan antara lain:

4.1. Pemukulan, sering adu mulut

4.2. Cemburu yang berlebihan dan

4.3. Pertuduhan selingkuh
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Rabu Tanggal
28 bulan April tahun 2021 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah
lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat; selama 3 bulan.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir
dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang
sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak
Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh c/q Majlis Hakim yang bersidang agar
dapat memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Tergugat

(xxx)) terhadap Penggugat (xxx);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:
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“Jika Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-
hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya
perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan Penggugat yang benar adalah Sekolah

Menengah Kejuruan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 05 Januari

2017;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma

selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud
gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum

dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yuliana)
dengan Nomor 1105015007980001 dari Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 22 Desember
2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen
Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu
oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Yuliana) dan
Tergugat (Delviza) dengan Nomor 0005-005-1-2017 dari Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, tanggal
23 November 2015. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-
nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Yuliana) dengan
Nomor 1105012212210005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 22 Desember 2021.
bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor
Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh
Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.
1. xxxx umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggis, Gampong
Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yuliana dan
Tergugat bernama Delviza karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat

menikah, namun mereka telah menikah selama 4 (empat) tahun;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah sewa di Gampong Alue Gani Kecamatan Tadu Raya
Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1
(satu) orang anak yang bernama Afzar Nazia;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
selama 2 (dua) bulan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka
sering bertengkar secara terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat menampar Penggugat dan
menarik rambut Penggugat tanpa ada alasan dan Tergugat cemburu
kepada Penggugat apabila ada yang sms/telp ke handphone
Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar dan menarik
rambut Penggugat namun saksi mengetahuinya dari Erlinawati
tetangga saksi juga Penggugat selain itu Tergugat juga mengakui hal
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah * 1 (satu) tahun
yang lalu pada saat bulan puasa tahun 2021;

- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin lagi
sejak pisah rumabh.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga
dan aparat gampong, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. xxx, umur 32 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Manggis
Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
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- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yuliana dan
Tergugat bernama Delviza karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana Penggugat dan
Tergugat menikah, setau saksi mereka menikah sudah + 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah sewa di Gampong Alue Gani Kecamatan Tadu Raya
Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1
(satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering
bertengkar secara terus menerus;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pernah menampar
Penggugat tanpa ada alasan;

- Bahwa kejadian itu terjadi ketika bulan puasa ramadhan pada tahun
2021, saksi melihat sendiri Tergugat menampar penggugat karena
ketika itu kejadiannya dirumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah + 1 (satu) tahun
yang lalu;

- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin lagi
sejak pisah rumah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga
dan aparat gampong, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2017 yang
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005-005-1-2017 tanggal 05 Januari
2017 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan
keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar’iyah Meulaboh
untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
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Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah
dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin
mempertahankan  kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, Cemburu
yang berlebihan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh yang berakibat
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 28 bulan April
tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila
ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang
dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal
19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana
ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja
telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri
tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah
gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan
tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
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tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan
oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor
09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang
sebab-sebab  perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga
mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami
isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah
hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Mahkamah Syariyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan
bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang
Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik,
isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi
antara Penggugat dengan Tergugat dan merupakan satu keluarga, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan
Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan
dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa serta sebelum
memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing
sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima
sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut
didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling
bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mendalam karena Tergugat telah
melakukan KDRT vyaitu berupa penamparan terhadap Penggugat, hal itu
diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama
1(satu) tahun, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan
para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka
telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari
2017dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus karena
Tergugat melakukan KDRT yaitu berupa penamparan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1(satu) tahun
lamanya;

- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1(satu) tahun lamanya;

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan
mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut
jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah
retak tidak harmonis lagi (broken marriage), karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
akhirnya mereka berpisah tempat tinggal/rumah yang hingga sekarang kurang
lebih 1(satu) tahun lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa
dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagian
yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis
yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat,
hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang
cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini,
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Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan

Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

Adnis (e S AU a8 0 O 5
Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan
masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,
Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah
tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling
mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ketentuan Al-Quran surat ar-
Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majlis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Figh
Sayyid Sabiq dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 sebagai berikut :

el AV S 5 s 30 B el i da gl Ay aaldll ool W) ge s i 13
C?J\im\z'ii_')_:. '__r;'aﬁ'l ac g Lagllal QHE}&AJL?LJJMA&LJ:.JYLAA
Al Al Lgalla Lagiy
Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti
yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah
tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan
untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan
kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami
terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan
bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan
terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak

terhadap Penggugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk
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diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba'’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah
Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (xxx)) terhadap
Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.l, sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika
S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal
d.t.o
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Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Perincian Biaya:

Proses Rp. 50.000,-
Panggilan Rp 550.000,-
PNBP Rp. 60.000,-
Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp 670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

B~ OWN P
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